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ABSTRAK

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu indikator keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mewujudkan pelayanan yang profesional,
pemerintah menetapkan Core Values BerAKHLAK sebagai nilai dasar Aparatur
Sipil Negara (ASN) yang diharapkan mampu membentuk budaya kerja berorientasi
pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Core Values
BerAKHLAK dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Suku Dinas
Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara serta mengidentifikasi kendala
yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam
dan telaah dokumen. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling
berdasarkan kedudukan, tugas, pengalaman, dan keterlibatan dalam implementasi
Core Values BerAKHLAK serta penyelenggaraan pelayanan publik. Analisis data
dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa implementasi Core Values BerAKHLAK secara
umum telah berjalan dengan baik dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan
publik. Berdasarkan dimensi SERVQUAL, aspek tangible, assurance, dan empathy
telah terlaksana dengan baik, sedangkan aspek reliability dan responsiveness masih
menghadapi kendala berupa tingginya volume pengaduan masyarakat, keterbatasan
sumber daya manusia, serta keterbatasan armada operasional yang memengaruhi
ketepatan waktu penyelesaian pengaduan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan
kapasitas operasional, pengembangan kompetensi ASN yang lebih kontekstual,
serta optimalisasi pengelolaan sumber daya guna mendukung peningkatan kualitas
pelayanan publik secara berkelanjutan.

Kata kunci: Core Values BerAKHLAK, Aparatur Sipil Negara, kualitas pelayanan
publik, SERVQUAL, pelayanan publik.
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ABSTRACT

Quality public service is one of the key indicators of successful public governance.
To achieve professional public service, the Indonesian Government established the
BerAKHLAK Core Values as the fundamental values for Civil Servants (ASN) to
foster a service-oriented work culture. This study aims to analyze the
implementation of the BerAKHLAK Core Values in improving public service quality
at the North Jakarta Environmental Agency and to identify the challenges
encountered during its implementation. This study employed a qualitative
descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews and
document analysis. Informants were selected using purposive sampling based on
their positions, duties, experience, and involvement in implementing the
BerAKHLAK Core Values and delivering public services. Data were analyzed
through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show
that the implementation of the BerAKHLAK Core Values has generally been
effective. The values of Service-Oriented, Accountable, Competent, Harmonious,
Loyal, Adaptive, and Collaborative have been integrated into employees'daily work
and contributed to improving public service quality. Based on the SERVQUAL
dimensions, the aspects of tangibles, assurance, and empathy were implemented
well. However, challenges remain in reliability and responsiveness due to the high
volume of public complaints, limited human resources, and insufficient operational
vehicles, affecting the timeliness of complaint resolution. Therefore, strengthening
operational capacity, contextual competency development, and optimizing resource
management are essential to support sustainable improvements in public service

quality.

Keywords: BerAKHLAK Core Values, Civil Servants, public service quality,
SERVQUAL, public service.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Permasalahan

Pelayanan  publik  merupakan rangkaian  kegiatan  yang
diselenggarakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
atas barang, jasa, dan layanan administratif secara adil, transparan, dan
akuntabel (Hidayatullah et al., 2024). Penyelenggaraan pelayanan publik di
Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik yang menegaskan bahwa pelayanan merupakan hak setiap
warga negara yang harus dipenuhi secara transparan, akuntabel, dan
berkualitas. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 juga
mengatur standar pelayanan publik meliputi prosedur, waktu, biaya, dan
mekanisme pengaduan. Seiring dengan perkembangan reformasi birokrasi,
peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi kebutuhan yang semakin
penting sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan yang baik (Pratama, 2018). Apabila kualitas pelayanan publik
dapat ditingkatkan, maka pelayanan yang diberikan akan menjadi lebih
responsif, efektif, dan mampu meningkatkan kepuasan serta kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah (Khozin et al., 2020).

Sebaliknya, apabila pelayanan publik yang dijalankan oleh ASN tidak
dilaksanakan secara optimal, maka akan muncul kesenjangan antara
harapan dan realitas pelayanan yang berdampak pada ketidakpuasan
masyarakat. Kepuasan masyarakat hanya dapat tercapai apabila pelayanan
yang diberikan mampu memenuhi harapan pengguna layanan, baik dari segi
kecepatan, kemudahan akses, maupun kejelasan informasi (Liwun et al.,
2021). Kondisi tersebut tidak hanya memicu keluhan dan potensi
maladministrasi, tetapi juga mencerminkan belum optimalnya kualitas
sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaksana layanan, baik dari aspek
kompetensi, sikap, maupun responsivitas. Dampaknya, kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintah dan kredibilitas institusi penyelenggara



pelayanan dapat menurun (Rahmadhani et al., 2023). Dalam jangka
panjang, kondisi tersebut berpotensi menghambat reformasi birokrasi. Oleh
karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik perlu didukung oleh
penguatan kapasitas ASN yang profesional dan berorientasi pada pelayanan.
Hal ini sejalan dengan temuan Sururi (2020) yang menegaskan bahwa
kompetensi, kedisiplinan, dan sikap etis aparatur berpengaruh terhadap
kualitas pelayanan publik.

Sebelum menjadi budaya kerja yang diformalkan dalam instansi
pemerintah, penguatan nilai dasar aparatur pada dasarnya tidak dapat
dilepaskan dari konsep budaya organisasi secara umum. Budaya organisasi
merupakan seperangkat nilai, norma, dan keyakinan bersama yang
membentuk perilaku serta identitas suatu organisasi, dan berfungsi tidak
hanya sebagai pembeda antarorganisasi tetapi juga sebagai mekanisme
kontrol sosial yang memandu sikap dan tindakan anggotanya (Dedik et al.,
2025). Terbentuknya budaya organisasi yang kuat dipengaruhi oleh
berbagai faktor, antara lain kepemimpinan, nilai-nilai yang dianut oleh
anggota, struktur organisasi, serta lingkungan sosial di sekitarnya. Dalam
konteks organisasi pemerintahan, budaya organisasi yang baik
memungkinkan aparatur untuk beradaptasi terhadap perubahan sekaligus
menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berorientasi pada
peningkatan kualitas pelayanan. Kondisi inilah yang mendasari perlunya
penguatan nilai dasar bagi ASN sebagai pedoman budaya kerja bersama di
seluruh instansi pemerintah.

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran strategis sebagai
pelaksana kebijakan publik sekaligus pelayan masyarakat. Hal ini diatur
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa
ASN harus bekerja berdasarkan nilai dasar sebagai pedoman perilaku dalam
menjalankan tugasnya. Ariani (2022) menegaskan bahwa ASN merupakan
orang-orang pilithan yang menduduki jabatan strategis sehingga kualitas

SDM menjadi faktor krusial dalam organisasi pemerintahan. Salah satu



upaya pemerintah dalam memperkuat hal tersebut adalah melalui penerapan
core values ASN BerAKHLAK yang ditetapkan pada tahun 2021 oleh
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yang juga disertai dengan
employer branding ASN “Bangga Melayani Bangsa”. Penerapan nilai
tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun
2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding ASN yang
menetapkan BerAKHLAK sebagai landasan penguatan budaya kerja

aparatur di seluruh instansi pemerintah.
\&J panrb 7 6

>
BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

Gambar 1. 1 Logo BerAKHLAK

Sumber: KemenPAN RB (2021)

Core values BerAKHLAK terdiri dari tujuh nilai utama, yaitu
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif,
dan Kolaboratif. Nilai-nilai tersebut dirancang untuk menyelaraskan budaya
kerja ASN di seluruh instansi pemerintah sehingga tercipta standar perilaku
kerja yang sama (Kurniawan & Tiarapuspa, 2023). Nilai-nilai BerAKHLAK
juga memiliki makna filosofis dalam membentuk budaya organisasi yang
mendukung transformasi SDM aparatur agar mampu bekerja secara
profesional dan bertanggung jawab dalam melayani masyarakat (Akbar,
2020). Hal ini selaras dengan temuan Bahari (2021) yang menegaskan

bahwa budaya kerja yang kuat dalam organisasi publik dapat membentuk



perilaku yang selaras dengan tujuan organisasi serta menciptakan kesamaan
pandangan mengenai standar kerja yang harus dijunjung tinggi. Berkaitan
dengan hal tersebut, penerapan core values BerAKHLAK diharapkan
mampu menjadi fondasi dalam meningkatkan kinerja ASN dan kualitas
pelayanan publik.

BerAKHLAK lahir untuk mengatasi perbedaan penerjemahan nilai
dasar dan kode etik ASN antarinstansi. Melalui Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2023, ASN diwajibkan menerapkan budaya organisasi berbasis core
values agar seluruh ASN memiliki nilai dasar dan orientasi kerja yang sama.
Sebagaimana ditegaskan oleh Kurniawan & Tiarapuspa (2023),
keseragaman budaya organisasi melalui penerapan core value merupakan
elemen penting dalam reformasi birokrasi karena tanpa keselarasan nilai,
peningkatan kualitas pelayanan publik akan sulit terwujud secara konsisten.

Peluncuran core value BerAKHLAK juga bertujuan memperkuat
reformasi pengelolaan SDM aparatur agar seluruh ASN memiliki orientasi
pelayanan dan keterlibatan publik yang tinggi. Sikap dan perilaku aparatur
perlu mencerminkan orientasi yang berfokus pada kebutuhan masyarakat.
Hal ini sejalan dengan pendapat Hardayani (2022) yang menyatakan bahwa
budaya organisasi berperan dalam meningkatkan responsivitas pelayanan
birokrasi. Semakin baik orientasi pelayanan aparatur dalam mengutamakan
kebutuhan masyarakat, maka semakin tinggi pula kemampuan birokrasi
dalam memberikan pelayanan yang responsif dan efektif.

Di Indonesia, terdapat berbagai indikator untuk menilai kualitas
pelayanan publik, salah satunya adalah hasil penilaian kepatuhan
penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan setiap tahun oleh
Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik. Dalam penilaian
Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 menuju 2025,
kualitas pelayanan publik secara nasional menunjukkan tren yang positif,
yang ditandai dengan meningkatnya jumlah instansi pada zona hijau serta

menurunnya jumlah instansi pada zona kuning dan merah. Mutu pelayanan



publik yang disediakan oleh berbagai penyelenggara juga mengalami
peningkatan yang signifikan hingga periode 2025, yang tercermin dari
bertambahnya jumlah penyelenggara yang berada pada zona hijau
(Ombudsman RI, 2024; 2025). Hal ini mencerminkan bahwa akuntabilitas
publik semakin meningkat, di mana instansi pemerintah semakin terbuka
untuk dievaluasi guna menjamin kualitas layanan.

Namun demikian, peningkatan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh
pemerataan kualitas pelayanan publik antarwilayah. Pelaksanaan pelayanan
publik di tingkat nasional masih menunjukkan capaian yang beragam,
meskipun pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan
sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Variasi tersebut dapat dilihat pada
data opini kualitas pelayanan pada beberapa pemerintah kota berikut:

Tabel 1. 1 Opini Penilaian Maladministrasi Pelayanan PublikTingkat
Pemerintah Kota

No. Pemerintah Kota Opini
1 Depok Kualitas Tertinggi Tanpa
Maladministrasi

Administrasi Jakarta Barat | Kualitas Tertinggi

Administrasi Jakarta Pusat | Kualitas Tertinggi

2
3
4 Administrasi Jakarta Utara | Kualitas Tertinggi
5

Tangerang Kualitas Tinggi

Sumber: Ringkasan Eksekutif Opini Ombudsman RI: Penilaian
Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 (2026)

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun kualitas pelayanan
publik mengalami peningkatan, penguatan kualitas layanan tetap diperlukan
agar pelayanan dapat berjalan lebih optimal dan konsisten. Kondisi ini
mengindikasikan bahwa implementasi nilai-nilai dasar ASN, termasuk
BerAKHLAK, belum sepenuhnya berjalan optimal di seluruh instansi
pemerintah sehingga masih terdapat perbedaan kualitas pelayanan yang

dirasakan masyarakat (Inam, 2023). Pada tahun 2026, arah kebijakan



pengawasan pelayanan publik semakin menekankan upaya pencegahan
maladministrasi dan peningkatan kepatuhan melalui sistem penilaian
berbasis opini kualitas layanan (Ombudsman RI, 2026). Oleh karena itu,
penguatan budaya kerja berbasis nilai menjadi penting agar ASN mampu
bekerja secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan
publik.

Penerapan Core Values BerAKHLAK perlu terus diperkuat mulai dari
instansi pemerintah pusat hingga instansi pemerintah daerah. Salah satu
instansi yang berperan dalam implementasi nilai tersebut adalah Suku Dinas
Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara yang berada di bawah
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dan memiliki tugas
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup
pada tingkat kota administrasi, khususnya dalam penyelenggaraan
pelayanan publik di bidang kebersihan, pengelolaan persampahan, dan
penanganan pengaduan masyarakat. Pengelolaan persampahan hingga saat
ini masih menjadi salah satu isu strategis yang mendapat perhatian luas dari
pemerintah maupun masyarakat. Meningkatnya volume timbulan sampah,
kompleksitas penanganan persampahan di wilayah perkotaan, serta
tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan kebersihan
menjadikan kualitas pelayanan di sektor lingkungan hidup sebagai salah
satu indikator penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif.
Kondisi tersebut menuntut aparatur untuk mampu memberikan pelayanan
yang cepat, tepat, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota
Administrasi Jakarta Utara dipilih sebagai lokus penelitian karena
merupakan perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan berbagai
permasalahan persampahan dan pengaduan masyarakat di bidang
lingkungan hidup. Kompleksitas tugas tersebut menjadikan implementasi
Core Values BerAKHLAK penting untuk dikaji, mengingat nilai-nilai
tersebut diharapkan mampu membentuk budaya kerja ASN yang



profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan sehingga dapat
mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Komitmen tersebut juga
tercermin dalam maklumat pelayanan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota
Administrasi Jakarta Utara yang menegaskan kesiapan instansi untuk
menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah
ditetapkan.

Sebagai bentuk implementasi pelayanan publik yang berorientasi pada
kebutuhan masyarakat, Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi
Jakarta Utara memanfaatkan sistem Cepat Respon Masyarakat (CRM)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai media pengelolaan pengaduan
masyarakat. Melalui sistem ini, berbagai laporan yang disampaikan
masyarakat dapat diterima, dipantau, dan ditindaklanjuti secara terintegrasi
oleh perangkat daerah terkait. Pemanfaatan CRM tidak hanya mendukung
efektivitas penanganan pengaduan, tetapi juga mencerminkan penerapan
nilai BerAKHLAK, khususnya Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Adaptif,
dan Kolaboratif. Data pengelolaan pengaduan yang tercatat dalam CRM
memberikan gambaran mengenai responsivitas ASN dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat.

Jumlah Laporan Publik/Private ~ Kota - Kelurahan - Kecamatan -
Tren Jumlah Laporan dan Jumlah Pelapor per Bulan
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Gambar 1. 2 Dashboard Cepat Respon Masyarakat (CRM) Suku
Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun
2025

Sumber: Website CRM Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara
(2026)



Berdasarkan dashboard CRM pada Gambar 1.3, tercatat sebanyak 244
laporan masyarakat dengan jumlah pelapor sebanyak 171 orang sepanjang
tahun 2025. Seluruh laporan telah dinyatakan selesai ditindaklanjuti dengan
rata-rata waktu penyelesaian laporan mencapai 4 hari atau sekitar 90 jam.
Meskipun seluruh laporan telah terselesaikan, durasi penyelesaian tersebut
masih menunjukkan adanya ruang perbaikan dalam aspek responsivitas
pelayanan publik. Dalam era pelayanan publik yang menuntut kecepatan,
ketepatan, dan kemudahan akses, masyarakat cenderung mengharapkan
penyelesaian laporan dalam waktu yang lebih singkat.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi core values
ASN BerAKHLAK berperan dalam meningkatkan kinerja pegawai serta
kualitas pelayanan publik melalui pembentukan budaya kerja yang positif.
Shalsabila et al. (2025) menemukan bahwa penerapan nilai BerAKHLAK
mampu meningkatkan kinerja pegawai yang tercermin dari capaian Sasaran
Kinerja Pegawai (SKP), meskipun masih terdapat kendala pada dukungan
instansi. Selanjutnya, Faradhiba et al. (2025) menemukan bahwa
keberhasilan implementasi nilai BerAKHLAK dipengaruhi oleh komitmen
pimpinan, budaya organisasi, serta sistem pengawasan yang mendukung,
sehingga mampu meningkatkan profesionalisme dan efektivitas pelayanan.
Putra et al. (2024) menegaskan bahwa core values BerAKHLAK berfungsi
sebagai pedoman dalam membentuk budaya kerja ASN melalui
penerjemahan nilai ke dalam perilaku kerja seperti integritas, adaptif, dan
kolaboratif. Arnanda & Reviandani (2024) menemukan bahwa
implementasi nilai BerAKHLAK mampu meningkatkan produktivitas
kinerja ASN melalui berbagai inovasi, meskipun masih terdapat kendala
pada aspek adaptif dan konsistensi penerapan. Sementara itu, Shodiq
(2025) menganalisis bahwa implementasi core values didukung oleh
strategi evaluasi, digitalisasi, serta pelatthan SDM, namun penelitian
tersebut masih terbatas pada studi pustaka dan belum menggambarkan

kondisi empiris di lapangan. Kebaruan penelitian ini terletak pada



penggunaan pendekatan kualitatif dalam mengkaji implementasi core
values ASN BerAKHLAK serta lokus penelitian yang spesifik pada Suku
Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan fokus
pada peran nilai-nilai BerAKHLAK dalam meningkatkan kualitas
pelayanan publik yang meliputi aspek perilaku kerja, profesionalisme, dan
orientasi pelayanan ASN. Dalam penelitian ini terdapat pembaruan
dibandingkan dengan penelitian terdahulu, yaitu pada pendekatan yang
digunakan dalam mengkaji implementasi core values ASN BerAKHLAK.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat secara
mendalam bagaimana nilai-nilai BerAKHLAK diinternalisasikan dalam
perilaku kerja ASN serta pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas
pelayanan publik, dengan lokus penelitian pada Suku Dinas Lingkungan
Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara. Berdasarkan uraian tersebut,
penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Core Values
BerAKHLAK sebagai Penggerak Pelayanan Publik pada Suku Dinas
Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara.”

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas,

maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:
“Bagaimana peran Core Values BerAKHLAK sebagai penggerak pelayanan
publik pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta
Utara?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai

oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran
kepada pembaca mengenai peran Core Values BerAKHLAK sebagai
penggerak pelayanan publik pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota
Administrasi Jakarta Utara.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Akademis



a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian keilmuan di
bidang manajemen sumber daya manusia aparatur, khususnya yang
berkaitan dengan penerapan Core Values BerAKHLAK dalam
mendorong pelayanan publik.

b. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam
mengkaji hubungan antara nilai organisasi, budaya kerja ASN, dan
kualitas pelayanan publik.

2. Manfaat Praktis
a. Bagi Instansi
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta bahan
evaluasi mengenai peran Core Values BerAKHLAK dalam
mendorong pelayanan publik di lingkungan instansi. Hasil penelitian
ini dapat menjadi masukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan
melalui penguatan nilai-nilai kerja ASN.
b. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan,
dan pengalaman penulis dalam memahami penerapan Core Values
BerAKHLAK dalam pelayanan publik. Penelitian ini juga menjadi
sarana untuk mengaplikasikan teori yang diperoleh selama
perkuliahan ke dalam praktik nyata serta meningkatkan kemampuan

analisis dalam penyusunan karya ilmiah.
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BABYV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Core Values

BerAKHLAK dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Suku
Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara, dapat
disimpulkan sebagai berikut:

1. Berorientasi Pelayanan
Penerapan nilai berorientasi pelayanan telah diwujudkan melalui
pelaksanaan pelayanan kebersihan lingkungan, pengelolaan persampahan,
pelayanan administrasi, serta penanganan pengaduan masyarakat melalui
sistem CRM. ASN berupaya memastikan setiap laporan masyarakat dapat
diterima, diverifikasi, dan ditindaklanjuti sesuai prosedur sehingga
kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara lebih efektif.

2. Akuntabel
Penerapan nilai akuntabel diwujudkan melalui pelaksanaan tugas sesuai
tanggung jawab dan prosedur yang berlaku, serta didukung oleh
mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja melalui sistem e-
Kinerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan
ASN dapat dipertanggungjawabkan baik kepada pimpinan maupun kepada
organisasi.

3. Kompeten
Penerapan nilai kompeten telah dilakukan melalui berbagai kegiatan
pengembangan kompetensi, seperti pemanfaatan SIMDIKLAT, webinar,
dan pelatihan lainnya. Meskipun demikian, kompetensi ASN masih perlu
terus ditingkatkan, terutama dalam kemampuan analisis, pemecahan
masalah, dan pengambilan keputusan untuk menghadapi permasalahan
pelayanan publik yang semakin kompleks.

4. Harmonis
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Penerapan nilai harmonis terlihat melalui hubungan kerja yang saling
menghargai, saling membantu, dan mendukung antarpegawai tanpa
membedakan jabatan maupun bidang kerja. Kondisi tersebut menciptakan
lingkungan kerja yang kondusif dan mendukung kelancaran pelaksanaan
pelayanan publik.

5. Loyal
Penerapan nilai loyal diwujudkan melalui komitmen ASN dalam
menjalankan tugas pelayanan publik, menjaga nama baik instansi, serta
melaksanakan pekerjaan sesuai kebijakan dan prosedur yang berlaku.
Loyalitas ASN tercermin dari kesungguhan dalam memberikan pelayanan
meskipun menghadapi berbagai kendala operasional.

6. Adaptif
Penerapan nilai adaptif ditunjukkan melalui kemampuan ASN dalam
menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi dan transformasi
digital yang diterapkan di lingkungan kerja. Pemanfaatan berbagai sistem
digital telah mendukung efektivitas pekerjaan, meskipun masih terdapat
beberapa pegawai yang memerlukan pendampingan dalam proses adaptasi
terhadap teknologi baru.

7. Kolaboratif
Penerapan nilai kolaboratif diwujudkan melalui koordinasi dan kerja sama
antarunit kerja, satpel kecamatan, petugas operasional, serta pihak eksternal
yang berkaitan dengan penanganan permasalahan lingkungan hidup.
Kolaborasi tersebut membantu menciptakan pelayanan yang lebih
terintegrasi dan mendukung percepatan penyelesaian permasalahan

masyarakat.

Berdasarkan analisis kualitas pelayanan publik menggunakan
dimensi SERVQUAL yang meliputi tangible, reliability, responsiveness,
assurance, dan empathy, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan

publik di Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
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1.

secara umum telah berjalan dengan baik. Ketersediaan sarana dan
prasarana pelayanan, pelaksanaan pelayanan sesuai prosedur, kemampuan
ASN dalam merespons kebutuhan masyarakat, profesionalisme pegawai
dalam memberikan informasi, serta kepedulian terhadap kebutuhan
masyarakat menjadi faktor yang mendukung terciptanya pelayanan yang
berkualitas. Namun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan pada
aspek pengembangan kompetensi ASN, kemampuan adaptasi terhadap
teknologi, serta penguatan koordinasi dan kolaborasi antar pihak agar

kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Core Values
BerAKHLAK dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Suku
Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara, maka saran
yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
Kepala Suku Dinas bersama Subbagian Tata Usaha perlu menyusun
program pengembangan kompetensi ASN yang lebih kontekstual dengan
menerapkan case-based learning dan sharing session minimal dua kali
dalam satu tahun. Materi pelatihan sebaiknya disusun berdasarkan kasus
pengaduan masyarakat yang sering terjadi sehingga pegawai dapat
meningkatkan kemampuan analisis, pengambilan keputusan, dan
penyelesaian masalah sesuai kondisi lapangan.
Subbagian Tata Usaha perlu menyelenggarakan program peer mentoring
bagi pegawai yang masih mengalami kesulitan dalam menggunakan
aplikasi pelayanan digital, seperti CRM dan EWS. Program ini dapat
didukung dengan penyusunan quick guide operasional aplikasi yang mudah
dipahami dan dilaksanakan secara berkelanjutan setiap kali terdapat

pembaruan sistem atau aplikasi.

. Kepala Suku Dinas bersama Kepala Satuan Pelaksana Kecamatan perlu

menyusun pemetaan skala prioritas penanganan pengaduan berdasarkan
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tingkat dampak dan risiko, serta menerapkan sistem zonasi penugasan
berbasis wilayah. Evaluasi terhadap efektivitas sistem tersebut dapat
dilakukan secara berkala, misalnya setiap tiga bulan, untuk memastikan
pemerataan beban kerja dan meningkatkan ketepatan waktu penyelesaian

pengaduan.

. Pengelola CRM bersama Kepala Satuan Pelaksana Kecamatan perlu

menyusun skema jadwal piket siaga pada jam non efektif, seperti malam
hari, akhir pekan, dan hari libur, serta melakukan evaluasi pola pengaduan
masyarakat secara berkala setiap tiga bulan. Hasil evaluasi tersebut dapat
digunakan sebagai dasar penyesuaian jadwal petugas maupun kebutuhan
armada agar respons terhadap pengaduan masyarakat menjadi lebih cepat.

. Kepala Suku Dinas perlu melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan
Core Values BerAKHLAK secara berkala, minimal setiap enam bulan,
dengan memanfaatkan data kinerja, hasil evaluasi pelayanan, serta
pengaduan masyarakat. Hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan dasar dalam
menyusun kebijakan perbaikan pelayanan dan penguatan budaya kerja
ASN.

Seluruh pimpinan unit kerja, khususnya Kepala Suku Dinas dan Kepala
Subbagian Tata Usaha, perlu memperkuat internalisasi Core Values
BerAKHLAK melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan keteladanan
dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Kegiatan tersebut dapat diintegrasikan
dalam briefing rutin, rapat evaluasi bulanan, maupun forum pembinaan
pegawai agar nilai-nilai BerAKHLAK tidak hanya dipahami secara
konseptual, tetapi juga diterapkan secara konsisten dalam penyelenggaraan

pelayanan publik.
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